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BBAABB  II  
 PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

 

Pembangunan menuju bangsa dan negara unggul tahun 2030 harus 

mencakup semua sektor secara proporsional, termasuk sektor pertanian. Berbagai 

masalah dan tantangan pembangunan di sektor pertanian, baik yang bersumber 

dari sisi domestik maupun global, harus dihadapi secara cermat, dengan tetap 

mengedepankan tujuan mencapai kemandirian bangsa. Seluruh potensi dan 

kekuatan yang dimiliki bangsa harus disinergikan untuk memanfaatkan semua 

peluang yang ada secara efektif, demi kemajuan dan peningkatan daya saing 

bangsa. 

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yaitu 

sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Posisi strategis tersebut memberikan 

banyak implikasi positif terhadap prospek pembangunan ekonomi di Provinsi 

Lampung, termasuk subsektor peternakan dan Kesehatan Hewan. Implikasi 

tersebut antara lain dari aspek mobilitas sumber daya, peningkatan produksi dan 

nilai tambah produk, pemasaran produk, kerjasama bisnis, dan lain lain. Oleh 

karena itu, potensi strategis tersebut harus diekplorasi dengan cermat 

pemanfaatannya oleh semua pihak dalam upaya meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sektor pertanian telah dikenal memiliki keterkaitan yang sangat luas dengan 

kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dari peran sektor pertanian 

terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat, ketersediaan bahan pangan dan energi, ketersediaan bahan baku 

industri, serta peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan. PDRB sektor 

pertanian Provinsi Lampung tahun 2020** yaitu 15.842 Miliar naik 0,93% dari 

tahun sebelumnya yaitu 15.696. Oleh karena itu, peran sektor pertanian harus 

terus diperkuat sehingga semakin berperan dalam pembangunan daerah. 
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Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, 

tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan dalam mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 

Tahun 2019-2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung  selama 5 (lima) tahun 

ke depan. Renstra ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 

2019-2024 dengan memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

serta Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  

Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, selain 

data tentang pertumbuhan ekonomi diperlukan pula data pendukung disektor 

pertanian. Dengan tersedianya data yang lengkap dan aktual disektor pertanian, 

akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pembangunan 

yang telah dilaksanakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu 

indikator makro yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja 

pembangunan dibidang pertanian dapat digunakan Nilai Tukar Petani (NTP).  

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio indeks harga yang diterima petani 

dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. 

Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk 

pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh 

rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk 

pertanian. Jika nilai NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen, berarti 

kesejahteraan petani pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan tahun dasar 

dan sebaliknya.  

Rencana Strategis akan menjadi panduan arah suatu organisasi untuk tahun 

ke depan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara melaksanakannya dan 

bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerjanya. Adapun 

cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, 

analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung merupakan salah satu 

perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada 
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masyarakat di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  di Provinsi Lampung yang 

dievaluasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun 

anggaran. 

 
Gambaran Umum Sub Sektor Peternakan 

Sub Sektor Peternakan merupakan salah satu subsektor yang memiliki 

peluang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi 

Lampung. Posisi geografis Provinsi Lampung dan potensi sumberdaya alam untuk 

pengembangan peternakan sangat mendukung Provinsi Lampung berkembang 

menjadi salah satu lumbung ternak nasional. Peran strategis sebagai lumbung 

ternak nasional tersebut telah dimulai sejak tahun 1990 terutama untuk komoditas 

ternak ruminansia (sapi dan kambing) dan unggas (ayam broiler dan petelur). 

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Lampung 

sampai saat ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 

pembangunan daerah. Peranan tersebut terlihat dari share sektor peternakan 

terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung yang cenderung meningkat. 

Pencapaian PDRB sub sektor peternakan pada tahun 2020** mencapai angka 

Rp.10.353 milyar dengan share 4,31%, menurun -0,59% dari tahun sebelumnya 

sebesar Rp10.414 milyar.  

Provinsi Lampung mempunyai komitmen dan peranan cukup tinggi 

terhadap pemenuhan pangan nasional. Dilihat dari data statistik Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, populasi sapi potong di Provinsi Lampung pada tahun 2020 

tercatat sebesar 857.364 ekor,  populasi kedua terbanyak di Pulau Sumatera 

dengan kontribusi 4,9% terhadap populasi ternak sapi nasional yang tercatat 

sebesar 17.440.393 ekor. Produksi daging sapi Provinsi Lampung tercatat sebesar 

14.930 ton (3,29%) dari produksi nasional tercatat sebesar 453.418 ton. Produksi 

daging ayam ras pedaging Provinsi Lampung tercatat sebesar 92.357 ton (2.86%) 

dari produksi nasional tercatat sebesar 3.219.117 ton. Produksi telur ayam ras 

petelur Provinsi Lampung tercatat sebesar 193.270 ton atau 3,75% dari produksi 

telur nasional yang tercatat sebanyak 5.141.570 ton.  

NTP sub sektor peternakan di Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 99,55 

(Tabel 5.1), tumbuh -15,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada dalam 

kisaran nilai 114,96. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk peternakan 

terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi pada tahun 
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2020 lebih rendah dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Meski demikian, nilai 

NTP sub sektor Peternakan selama periode 2015-2020 mengalami pertumbuhan -

2,69% dengan NTP rata-rata 111,79 artinya indeks harga yang diterima peternak 

lebih besar dibandingkan indeks harga yang dibayarkan (surplus).  

 

Tabel 5.1. NTP Sub Sektor Peternakan Tahun  2015-2020  

        

Sub Sektor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Rata-
Rata 

Peternakan Lampung 113.03 114.07 113.99 115.12 114.96 99.55 111.79 

Pertumbuhan (%)  1.3 0.9 -0.1 -0.13 -15.41 -2.69 

Peternakan Nasional 107.69 107.57 106.95 107.36 108.05 98.08 105.95  

Pertumbuhan (%)  -0.1 -0.85 0.38 0.64 -9.97 -1.98 

Sumber : BPS 

 

Dalam Tabel 5.1 terlihat bahwa rata-rata NTP sub sektor peternakan 

Lampung selama periode tahun 2015-2020, lebih tinggi dibandingkan sektor yang 

sama ditingkat nasional dengan rata-rata NTP 105.95, hal ini menandakan bahwa 

kesejahteraan peternak di Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan 

kesejahteraan peternak secara nasional. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD 

menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD. Renstra Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan 

dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 

sebagai bagian dalam upaya pencapaian Visi Gubernur Lampung dan pelaksanaan 

Misi 5 (lima) Gubernur Lampung sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi 

Lampung 2019-2024 berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan 

kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan 

analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang akan 

dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung pada kurun 

waktu 2019-2024 dan memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang 

berkualitas dalam rangka pembangunan peternakan pada periode tersebut dengan 
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berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Lampung 2019-2024. 
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Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD 
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Gambar 2.  Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
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1.2.    Landasan Hukum  

 

Dasar  hukum Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024 adalah :  

1. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1964  tentang  Pembentukan  Daerah 

Tingkat I Lampung; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluai Perencanaan Pembangunan Daerah;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan;  

10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang 

Lokasi Kawasan Pertanian Nasional; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW 

Provinsi Lampung tahun 2009-2029 
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16. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019  tentang RPJMD 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024;  

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah 

Provinsi Lampung; 

21. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementrian Pertanian tahun 2020-2024. 

 

 1.3     Maksud dan Tujuan  

 

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah menetapkan prioritas program dan 

kegiatan pembangunan yang strategis selama lima (5) tahun ke depan melalui 

sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Penyusunan Renstra 

dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategi 5 (lima) tahunan, 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka 

pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada 

setiap akhir tahun. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung dibuat sebagai pedoman penilaian keberhasilan pembangunan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan pemerintah daerah Provinsi Lampung serta 

merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan program 

pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lima tahun ke depan.  
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1.4.    Sistematika Penulisan 

  

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung 2019-2024 adalah sebagai berikut:  

 
BAB I.      PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

1.2.  Landasan Hukum 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

1.4.  Sistematika Penulisan  

 

BAB II.   GAMBARAN PELAYANAN OPD 

2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

2.2.   Sumber Daya OPD 

2.3.   Kinerja Pelayanan OPD 

2.4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

 

 

BAB III.  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

 

3.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan  

           Fungsi Pelayanan OPD 

3.2.   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan   

           Wakil Kepala Daerah 

3.3.    Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI  

3.4.   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

3.5.    Penentuan Isu–isu Strategis  

 

BAB IV.  TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1.   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN  KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

BAB VII.   INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA  

                    TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  

 

BAB VIII. PENUTUP 
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BBAABB  IIII  
GAMBARAN PELAYANAN OPD 

 

2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mempunyai 

tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan azas otonomi yang menjadi 

kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 

diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar 

operasional bidang prasarana dan sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;   

b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; 

c. Pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak; 

d. Pengawasan sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

e. Pembinaan di bidang Peternakan Hewan; 

f. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; 

g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; 

h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; 
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i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; 

j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan. 

 
Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 

terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat;  

a. Sub Bagian Perencanaan  

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan 

a. Seksi Pakan 

b. Seksi Inovasi Teknologi Peternakan 

c. Seksi Alat dan Mesin Peternakan 

4. Bidang Perbibitan dan Produksi 

a. Seksi Perbibitan Ternak 

b. Seksi Produksi Ternak Ruminansia 

c. Seksi Produksi Non Ruminansia dan Aneka Ternak 

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner  

c. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan 

6. Bidang Usaha dan Pascapanen 

a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan  

b. Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Peternakan 

c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)   

a. UPTD Balai Inseminasi Buatan 

b. UPTD Balai Pembibitan Ternak Sapi 

c. UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan 

d. UPTD Balai Pembibitan Ternak Kambing Saburai 
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Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada Lampiran. 

 

2.2.   Sumber Daya  

 

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 

 (Posisi Agustus 2021) 

 

JUMLAH KUALIFIKASI PANGKAT/ 
GOL 

JUMLAH PEJABAT (orang) 
 PEGAWAI PENDIDIKAN 

1 2 3 4 

PNS : 108 S3 : 0 IV/d : 0 Ess II-a : 1 

CPNS : 37 S2 : 40 IV/c : 1 Ess III-a : 5 

PPPK : 6 S1 : 75 IV/b : 7 Ess III-b : 4 

   Diploma3 : 9 IV/a : 16 Ess IV-a : 27 

   Diploma 1 : 1 III/d : 27 Pelaksana : 65 

   SLTA : 23 III/c : 16 Fungsional : 53 

   SLTP : 2 III/b : 42  

   SD : 1 III/a : 61  

      II/d : 13  

      II/c : 5  

      II/b : 4  

      II/a : 0  

      I/d : 2  

      I/c : 0  

      I/b : 0  

      I/a : 0  

T. Kontrak :  12        

Sumber : Sub. Bagian Umum Kepegawaian, 2021 

 

Tabel 2.  Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung 

No 
Sarana dan 

Prasarana 
Jumlah 

Kondisi 

Tahun Pengadaan 
Penanggung 

Jawab Baik 
Kurang 

Baik 

1 Crawler Tractor 1 Unit 1 - 2004  

2 Mesin Pompa Air 1 Unit 1 - 2018  

3 Pompa Lain-lain 1 Unit 1 - 2011  

4 Mini Bus 5 Unit 5 - 1978, 1988, 1992, 1993, 1996  

5 Truck+Attachment 1 Unit 1 - 2005  

6 Sepeda Motor 59 Unit 59 - 
1990(6), 1991(5), 1993(1), 1996(1), 

1997(2), 2004(3), 2012(40), 2014(1) 

Dibantu Staf 

Kepegawaian 

7 
Kendaraan 

Bermotor Roda 3 
1 Unit 1 - 2004  

8 Alat Processing 1 Unit 1 - 2008  

9 Mesin Ketik 3 Unit 3 - 2004(2), 2015(1)  

10 Lemari Besi 10 Buah 9 1 
1981,1990, 1993, 1997, 2002, 2004, 

2009, 2010, 2011(2) 
 

11 Lemari Kayu 19 Buah 18 1 

1985(2), 1988(1), 1990(5), 1992(2), 

2000(1), 2003(3), 2007(1), 2009(1), 
2018(1), 2020(2) 

 

12 Rak Kayu 2 Buah 2 - 1991, 1992  
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13 Filling Besi 26 Buah 26 - 

1982(1), 1990(5), 1992(1), 1996(1), 

1997(1), 2004(1), 2009(2), 2010(4), 
2011(5), 2012(1), 2014(2), 2020(2) 

 

14 Brankas 3 Unit 3 - 1981(2), 1990(1)  

15 Lemari Kaca 2 Buah 2 - 1990, 2013  

16 
Mesin Penghancur 

Kertas 
1 Unit 1 - 2020  

17 Proyektor 1 Unit 1 - 2010  

18 Meja Kayu/Rotan 15 Buah 15 - 
1982, 1983, 1988, 2000, 2007(6), 2009, 

2010(4) 
 

19 Meja Biro 20 Buah 20 - 
2004(10), 2010(2), 2012(5), 2015(2), 

2019(1) 

Dibantu Staf 

Kepegawaian 

20 Meja Rapat 24 Buah 24 - 2009  

21 Meja Podium 1 Buah 1 - 1990  

22 Kursi Rapat 82 Buah 82 - 2007(20), 2015(44), 2019(18)  

23 Kursi Putar 45 Buah 45 - 2010(4), 2012(4), 2017(6), 2020(31)  

24 Kursi Lipat 5 Buah 5 - 2012  

25 Meja Komputer 7 Buah 7 - 1990(3), 1996(1), 2007(2), 2015(1)  

26 Sofa 2 Buah 2 - 2010, 2011  

27 Meja Tulis 47 Buah 45 2 

1976, 1982(2), 1983(2), 1985(3), 

1990(10), 1992(16), 1995(1), 1996(1), 
1998(1), 1999(1), 2020(9) 

 

28 Kursi Kerja 4 Buah 4 - 2019  

29 Lemari Es 5 Unit 5 - 1990, 1994, 2000, 2005(2)  

30 AC Unit 6 Unit 6 - 1996, 2015, 2020(4)  

31 AC Split 12 Unit 12 - 1987, 2009(4), 2010(5), 2014(2)  

32 Amplifier 1 Unit 1 - 1990  

33 
Kursi Kerja Pejabat 

Eselon III 
7 Buah 7 - 2015  

34 Kursi Rapat Staff 10 Unit 10 - 2016  

35 Lemari Arsip 2 Unit 2 - 2011  

36 Sound System 1 Unit 1 - 2012  

37 Komputer 11 Unit 10 1 
1994, 2004(3), 2005(2), 2008, 2010(3), 

2015 
 

38 Laptop 13 Unit 13 - 2009, 2015(2), 2020(8), 2021 (2)  

39 Printer 15 Unit 15 - 
2004, 2011(3), 2014, 2016, 2020(6), 

2021 (3) 
 

40 Scanner 3 Unit 3 - 2020  

41 Drone 1 Unit 1 - 2021  

 
Sumber : Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan Aset, 2021 
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2.3.   Kinerja Pelayanan  

 TABEL T-C.23  

 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD  

 DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN  

        
 

     
 

     

NO 
INDIKATOR 

KINERJA 
OPD 

TARGET 
IKK 

TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN TAHUN KE- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 

1. 

Peningkatan 
Populasi 
Ternak 
(ekor) 

                

 -Sapi Potong  757.020 777.283 780.072 796.286 810.026 653.537 665.244 674.928 827.217 850.555 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 

 
-Ayam Ras 
Pedaging 

 32.771.000 33.071.000 33.582.000 34.564.000 36.608.000 31.713.012 29.996.956 86.629.377 80.166.716 90.487.553 1,0 0,9 2,6 2,3 2,5 

 
-Ayam Ras 
Petelur 

 6.085.000 6.902.000 7.190.000 7.212.000 8.096.000 5.077.341 5.623.426 3.917.254 6.330.158 9.261.000 0,8 0,8 0,5 0,9 1,1 

                  

2. 
Produksi 
Daging (ton) 

                

 -Sapi Potong  15.364 15.517 15.762 15.688 15.767 12.336 12.608 12.999 13.332 14.326 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

 
-Ayam Ras 
Pedaging 

      33.354 33.785 94.135 87.112 99.773      

 
 
 
 

                

3. 
Produksi 
Telur (ton) 

                

 
- Ayam Ras 
Petelur 

      37.839 39.286 70.112 113.298 130.824      
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TABEL T-C.24 
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD 

DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 

                   

NO URAIAN 

ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- 
RASIO ANTARA REALISASI DAN 

ANGGARAN TAHUN KE- 
RATA-RATA 

PERTUMBUHAN 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 ANGGARAN REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

- 
Dinas 
Perkebunan 
dan 

                                  

  Peternakan                                   

- 

Dinas 
Peternakan 
dan 
Kesehatan 
Hewan 

                                  

       15.488.000.000 9.891.902.580 15.139.768.000     14.408.787.462 6.715.916.194  9.250.281.324     93,03 67,89  61,10     
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Kinerja Sub Sektor Peternakan 

Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan hewani 

untuk masyarakat, terutama daging, telur dan susu. Pangan hewani berguna 

sebagai sumber protein, energi, vitamin, dan mineral untuk pertumbuhan otak, sel, 

jaringan, serta cadangan energi tubuh. Terkait dengan peran penyediaan pangan 

hewani, subsektor Peternakan Provinsi Lampung telah berkontribusi signifikan 

terhadap produksi peternakan nasional. 

Pada tahun 2020, populasi sapi potong di Provinsi Lampung mencapai 

857.364 ekor (4,9 % populasi nasional). Kontribusi yang sangat besar juga 

diberikan oleh produksi/ populasi ternak unggas pedaging (broiler) yang 

mencapai 83.762.079 ekor (2,8 % nasional).  

Sapi potong, kambing dan ayam ras dari Provinsi Lampung telah memasok 

daerah lain di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Mencermati bahwa laju 

pengeluaran ternak yang tidak terkendali dapat mengancam populasi maka 

Pemerintah Provinsi Lampung mengambil inisiatif untuk memasukkan aspek 

pengaturan pengeluaran ternak ke dalam peraturan daerah. Pada tahun 2014 telah 

disahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No 30 tentang 

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, beberapa aspek dalam Perda 

No 30 tersebut. Pada tahun 2020 sudah dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan 

Gubernur (Pergub) No 39 tentang Otoritas Veteriner Provinsi Lampung dan 

Pergub No 40 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan/atau Produk 

Hewan. 

Pada sisi lain, beberapa komoditas ternak di Provinsi Lampung belum 

memiliki peran yang menonjol secara nasional. Komoditas tersebut termasuk 

ternak domba, sapi perah dan kerbau. Pengembangan ternak kerbau perlu terus 

didorong untuk mendukung pencapaian program swasembada daging nasional. 

Hal tersebut sangat beralasan karena potensi ekosistem rawa di Provinsi Lampung 

cukup memadai untuk pengembangan populasi ternak kerbau. Potensi kearifan 

lokal perlu digali dan direvitalisasi karena di masa lalu Provinsi Lampung pernah 

dikenal sebagai daerah yang memiliki populasi kerbau cukup tinggi. 

Pembangunan peternakan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD 

Provinsi Lampung 2019–2024. Terkait dengan kebijakan tersebut maka telah 

disusun proyeksi perkembangan populasi ternak sampai tahun 2024.  
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Salah satu potensi unggulan peternakan di Provinsi Lampung adalah ternak 

sapi potong. Pada tahun 2020 terdapat 3 kabupaten yang telah berkembang 

menjadi sentra utama produksi ternak sapi potong di Provinsi Lampung, yaitu: 

a. Kabupaten Lampung Tengah (populasi sapi 356.357 ekor) 

b. Kabupaten Lampung Timur (populasi sapi 153.523 ekor).  

c. Kabupaten Lampung Selatan (populasi sapi 150.930 ekor) 

 

Tabel 3. Populasi Ternak 2020 dan Proyeksi Populasi 2021 – 2024 

No 
Populasi 
Ternak (ekor) 

Kondisi Awal 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Sapi Potong 850.555 857.364 883.085 909.577 936.865 964.971 

2 
Ayam Ras 
Pedaging 

90.487.553 83.762.079 84.599.700 86.291.694 88.017.528 89.777.878 

3 
Ayam Ras 
Petelur 

9.261.000 12.975.288 13.105.041 13.367.142 13.634.285 13.907.174 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 50 tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Kawasan Peternakan, maka 7 kabupaten di Provinsi 

Lampung dikembangkan menjadi sentra produksi sapi potong. Kemudian 

diperbaharui dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian No. 

472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional bahwa 

Provinsi Lampung ditetapkan sebagai lokasi kawasan sapi potong yang meliputi 

beberapa kabupaten berikut: Lampung Selatan,  Lampung Timur, Lampung 

Tengah,  Pesawaran,  Tulang Bawang Barat dan  Way Kanan. Selanjutnya sentra 

komoditas ternak kambing berada di Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara 

dan Pringsewu. Seiring dengan terbitnya Kepmentan tersebut, Pemerintah 

Provinsi Lampung juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 46 

tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Peternakan.  

Di bidang kesehatan hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung telah melaksanakan berbagai program untuk mencegah, 

menanggulangi dan mengendalikan penyakit hewan. Status kesehatan hewan yang 

optimal merupakan salah satu prasyarat dalam upaya peningkatan populasi ternak 

sapi di Provinsi Lampung. Status kesehatan hewan terkait dengan penyakit hewan 

menular (PHM), penyakit hewan non infeksi yang berdampak ekonomi tinggi dan 

gangguan reproduksi yang berdampak pada rendahnya service per conception 

(S/C), panjangnya calving interval (CI), rendahnya angka kelahiran dan kemajiran. 

Di Provinsi Lampung kasus Rabies yang terjadi masih dalam jumlah yang 

sedikit. Dari hasil pemeriksaan laboratoriun Balai Veteriner (BVet) Lampung, 
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kasus Rabies berfluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan evaluasi data kasus Rabies 

sejak tahun 2014 sampai tahun 2020 menunjukkan kecenderungan penurunan 

kasus positif Rabies. Tahun 2014 terjadi 14 kasus, tahun 2015 terjadi penurunan 

sebanyak 71,42% dari 14 kasus menjadi 4 kasus, tahun 2016 terjadi peningkatan 

menjadi 17 kasus, tahun 2017 terjadi penurunan kasus menjadi 7 kasus, tahun 

2018 terjadi 6 kasus, tahun 2019 terjadi 8 kasus dan tahun 2020 terjadi 5 kasus. 

Selain rabies terdapat juga penyakit Avian Influenza (AI) yang merupakan 

penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis. AI telah menyerang 32 

Provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Lampung.  AI 

merupakan penyakit yang angka morbiditas dan mortalitas bisa mencapai 100% 

dan dapat menular ke manusia (zoonosis). Sejak akhir tahun 2012 (September - 

Desember) telah ditemukan kasus HPAI baru yang menyerang pada itik di Pulau 

Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dengan tingkat kematian cukup tinggi. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan BBVet Wates ditemukan clade baru 

dari H5N1 yaitu clade 2.3.2.  

Di  Provinsi Lampung kasus ini mulai terjadi pada bulan Desember 2012,   

kematian ditemukan pada unggas milik masyarakat terutama itik/entok 

berdasarkan  hasil RAT maupun PCR oleh petugas PDSR positif AI, dengan total 

kematian yang dilaporkan s/d 31 Desember 2012 sebanyak 6.752 ekor  terdiri dari  

itik  6.632 ekor dan ayam buras 120 ekor.  

Tahun 2014 sampai tahun 2020 menunjukkan kecenderungan penurunan 

kasus pnyakit AI. Tahun 2014 terjadi 70 kasus, tahun 2015 terjadi 17 kasus atau 

menurun sebanyak 75,71%, tahun 2016 menjadi 32 kasus, tahun 2017 menurun 

menjadi 25 kasus, tahun 2018 terjadi 5 kasus, tahun 2019 terjadi 18 kasus dan 

tahun 2020 menunjukkan kecenderungan menurun yakni terjadi 4 kasus dengan 

kematian 79 ekor di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu (75 ekor Puyuh, 1 

ekor ayam layer, 2 ekor itik) dan Kota Metro (1 ekor ayam). Tim URC PHMS dan 

PDSR/ PVUK di Provinsi Lampung melakukan tindakan sesuai SOP yang telah 

ditentukan sehingga sampai saat ini kasus AI pada unggas di Provinsi Lampung 

masih dapat dikendalikan. 

Selain rabies dan Avian Influenza,  terdapat beberapa penyakit hewan 

menular strategis (PHMS) prioritas seperti Brucellosis, Hog Cholera, SE, Jembrana 

dan Antrax. Penyakit hewan tersebut sangat merugikan karena selain menyerang 
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pada ternak juga dapat berakibat buruk terhadap manusia (zoonosis). Sehingga 

dibutuhkan penanganan dan perhatian serius dari pemerintah untuk menekan dan 

mengurangi dampak dari penyebaran PHMS tersebut. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 

 

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sub sektor 

Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap PDRB Provinsi Lampung. 

Tabel 4. Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 

 
 SASARAN 

 
INDIKATOR SASARAN 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

1. Meningkatnya 
pertumbuhan sub sektor 
peternakan 

1.Jumlah produksi daging (ton) 
 
2.Jumlah produksi telur (ton) 

107.288 
 

193.271 

108.286 
 

195.204 

110.302 
 

199.108 

112.508 
 

203.090 

114.758 
 

207.152 

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 

 

Untuk mewujudkan target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung memiliki 

tantangan sebagai berikut: 

1. Peningkatan populasi ternak baik ruminansia dan unggas untuk terus 

menjamin ketersediaan produksi pangan hewani di Provinsi Lampung sebagai 

lumbung pangan hewani nasional, serta jaminan atas kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner. 

2. Perlu peningkatan prasarana dan sarana pendukung dalam peningkatan 

produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain luasan hijauan pakan 

ternak. 

3. Perlunya penetapan sentra pengembangan komoditas unggulan daerah yang 

dituangkan dalam peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. 

 

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

antara lain: 

1. Telah terbitnya Kepmentan Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi  

Kawasan Pertanian Nasional, yang mengatur penetapan kawasan 

pengembangan dan Pergub Lampung Nomor 46 tahun 2021 tentang 

Pengembangan Kawasan Peternakan. Diharapkan program pembangunan baik 
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kabupaten, provinsi dan nasional disesuaikan dengan kawasan yang 

ditetapkan, sehingga produksi peternakan dapat mencapai target yang 

direncanakan. 

2. Untuk keselarasan dengan Pusat maka perlu dukungan daerah dengan 

penetapan kawasan peternakan unggulan dengan peraturan daerah dan atau 

peraturan kepala daerah. 

3. Peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota khususnya wilayah sentra 

komoditas sehingga upaya peningkatan produksi dapat lebih optimal. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI 

 
 
 

3.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

 

Permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berdasarkan 

tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: 

 

1. Aspek Produksi Peternakan  

a.  Peternakan rakyat sebagai basis produksi sapi potong  masih bersifat    

              subsisten,  dengan skala usaha tidak ekonomis serta tidak  berorientasi  

     pada pasar dalam jangka panjang  

b. Produktivitas pada sapi potong masih rendah dengan parameter S/C 1,9 dan 

Conception Rate (CR) 54% 

c.  Implementasi teknologi dibidang pakan masih rendah,  sehingga peternak masih 

menghadapi kesulitan dalam penyediaan pakan di musim kemarau. 

d. Masih ditemukan peredaran daging, pangan asal hewan (PAH) atau produk olahan 

hewan yang tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan mengandung residu 

antibiotika  

e. Masih rendahnya jaminan keamanan pangan asal hewan (PAH) terhadap cemaran 

mikroorganisme pathogen dan zoonosis  

f.  Masih adanya wabah penyakit avian influenza, rabies, jembrana  dan     Penyakit 

Hewan Menular Strategis lainnya yang berdampak terhadap populasi ternak 

maupun profitabilitas peternak. 

g.  Gangguan reproduksi masih menjadi penyebab utama terjadinya kawin berulang  

yang berdampak terhadap turunnya produktivitas 

h. Masih rendahnya keterampilan peternak dalam hal manajemen pakan, 

pemeliharaan dan manajemen reproduksi 

i.  Masih  ditemui pemotongan terhadap sapi dan kerbau betina produktif 

j. Fungsi  RPH belum dimanfaatkan secara optimal oleh  pelaku usaha dan masyarakat 
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k.  Pemahaman masyarakat masih rendah terhadap pentingnya RPH dan RPU sebagai 

sarana pemotongan ternak yang dapat menjaga higienitas, sanitasi dan 

menghasilkan pangan ASUH  

l. Jumlah petugas teknis (medik dan paramedik veteriner) masih terbatas, dengan 

penyebaran yang belum merata. 

m. Ketersedian vaksin dan obat hewan tidak mencukupi kebutuhan ketika    

terjadi wabah penyakit 

n.  Tidak ada jaminan pasar dari komoditas peternakan yang dihasilkan petani baik 

dari aspek harga dan segmentasi serapan pasar 

2. Prasarana dan Sarana 

Minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan UPTD serta sapras 

lainnya di tingkat kelompok tani. 

3. Kelembagaan 

Kelembagaan kelompok tani sebagai basis usaha tani belum optimal dikembangkan 

untuk meningkatkan daya saing petani, karena masih rendahnya human capital dalam 

mengelola kelembagaan kelompok tani. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

Visi pembangunan jangka menengah daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran 

pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar Provinsi Lampung 

menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan 

jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025 dan visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 

Lampung Tahun 2005-2025. Pada periode Renstra Tahun 2019-2024 visi dan misi 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti visi Gubernur Lampung yang terdapat di 

dalam RPJMD Provinsi Lampung dimana visi Gubernur Lampung adalah : 

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”. 

Maksud visi di atas adalah : 

Kehidupan masyarakat yang aman. 

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi 

dalam suasana yang aman tertib dan tentram tanpa adanya gangguan dan tekanan dari pihak 

manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga 

masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi 

daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan 

menciptakan kesempatan kerja. 
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Kehidupan masyarakat yang berbudaya. 

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi 

dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami 

demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap 

berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah 

terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan. 

Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. 

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan 

prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi 

dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global. 

Kehidupan yang sejahtera. 

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang 

dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, 

tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. 

Misi 

Pada periode Renstra 2019-2024 misi OPD mengikuti misi Gubernur Lampung yang 

terdapat di dalam dokumen RPJMD. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut: 

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai; 

2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan 

pelayanan publik; 

3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum 

difabel; 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas 

wilayah; 

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan 

yang seimbang dengan wilayah perkotaan; 

6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. 

 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah  (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu : 

Misi 5  : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan 

wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 
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Terkait dengan Misi 5, subsektor peternakan sangat berperan dalam pembangunan 

ekonomi Provinsi Lampung yaitu dengan kontribusi PDRB sebesar 4.61%. Peningkatan 

peran tersebut mutlak diperlukan untuk meningkatkan kontribusi Peternakan dalam 

pembangunan ekonomi Provinsi Lampung terutama dalam hal: 

1. Peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan 

2. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah 

3. Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat 

4. Penyediaan pangan hewani untuk kesehatan dan kecerdasan masyarakat 
 

Pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung juga menjadi korelasi positif jika dikaitkan dengan visi Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.  

Visi Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Menjadi Ditjen yang 

profesional dalam mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan 

berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan    sumberdaya  lokal untuk 

mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan 

peternak”.  

Penyediaan pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan peternak secara 

nasional merupakan tugas berat yang memerlukan dukungan pemerintah daerah. Sebagai 

daerah yang sejak tahun 1990-an dikembangkan sebagai salah satu lumbung ternak 

nasional, maka Provinsi Lampung dituntut untuk memberikan kontribusi besar dalam 

pencapaian Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI 

tersebut. Secara khusus, Provinsi Lampung diharapkan berperan besar dalam produksi 

komoditas peternakan strategis, termasuk sapi potong, kambing, dan unggas (pedaging dan 

petelur) yang kebutuhannya terus meningkat. Dengan dukungan modal dasar populasi 

ternak yang memadai, SDM birokrasi dan peternak yang semakin berpengalaman, serta 

infrastruktur pembangunan peternakan yang terus berkembang maka peluang 

pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan 

semakin terbuka. 
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Tujuan dan Sasaran  

Pernyataan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024 dipaparkan pada satu 

matriks berkaitan dengan setiap misi, yaitu: 

Tabel 5. Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024 

MISI TUJUAN SASARAN 

Misi Kelima : 
Membangun kekuatan 
ekonomi masyarakat 
berbasis pertanian dan 
wilayah pedesaan yang 
seimbang dengan wilayah 
perkotaan 

Meningkatnya 
perekonomian daerah 
berbasis pertanian 

Meningkatnya 
pertumbuhan Sektor 
Pertanian 

 

 

3.3.    Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian RI  

 
Dalam Dokumen Revisi Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia  Tahun 

2019-2024 telah ditetapkan visi misi tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian selama 5 

(lima) tahun ke depan (Tabel 6).  

 

Tabel 6.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2019-

2024 
VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

Terwujudnya 
Kedaulatan 
Pangan dan 
Kesejahteraan 
Petani 

1. Mewujudkan ketahanan 
pangan dan gizi 

 

1. Terwujudnya 
swasembada padi jagung 
kedelai serta 
meningkatnya produksi 
daging dan gula 

1. Meningkatnya produksi padi 
jagung kedelai daging dan gula 

 

2. Terpenuhinya akses 
masyarakat terhadap 
pangan 

 

2. Terjaminnya distribusi pangan 
3. Meningkatnya akses dan 

pemanfaatan pangan dan gizi 

3. Bergesernya budaya 
konsumsi pangan 

4. Meningkatnya konsumsi 
pangan lokal 

4. Meningkatnya stabilitas 
produksi dalam rangka 
stabilisasi harga 

5. Stabilnya produksi cabe dan 
bawang merah 
 

 
2. Meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing 
komoditas pertanian 

1. Berkembangnya 
komoditas pertanian 
bernilai ekonomi tinggi 

1. Berkembangnya komoditas 
bernilai tambah dan berdaya 
saing 

2. Mendorong majunya 
agrobioindustri 

2. Tersedianya bahan baku 
bioindustri dan bioenergy 

3. Mewujudkan 
kesejahteraan petani 

1. Meningkatnya kualitas 
dan pendapatan petani 

1. Meningkatnya kualitas sumber 
daya insani petani 

2. Meningkatnya pendapatan 
keluarga petani 

4. Mewujudkan 
Kementerian Pertanian 
yang transparan, 
akuntabel, professional 
dan berintegritas tinggi 

1. Terwujudnya reformasi 
birokrasi Kementerian 
Pertanian 

1. Meningkatnya kualitas aparatur 
dan layanan kelembagaan 
pertanian 

2. Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja Kementerian Pertanian 
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Visi Kementerian Pertanian 

 
Kabinet kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh kementerian/ lembaga 

yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan 

masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi 

Kementerian Pertanian adalah : 

 
“ Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” 

 
Makna dari visi tersebut adalah : 

- Kedaulatan pangan merupakan hak Negara dan bangsa yang secara mandiri 

menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang 

akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan system pangan yang sesuai 

dengan potensi sumber daya lokal. 

- Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya 

sebagai actor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan 

usaha yang digelutinya. 

 
Misi Kementerian Pertanian 

 
Dalam rangka mewujudkan visi ini, maka ditetapkan beberapa misi Kementerian 

Pertanian yakni: 

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian  

3. Mewujudkan kesejahteraan petani 

4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, professional dan 

berintegritas tinggi 

 
Makna dari misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam 

rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan dan pemanfaatan pangan 

sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian adalah mendorong 

komoditas pertanian memiliki keunggualan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil 

produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi. 

3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan 

melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani. 
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4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transpara, akuntabel, professional dan 

berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

 
Tujuan  

 
Sebagai penjabaran dari visi misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan 

pertanian periode 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu : 

1. Terwujudnya swasembada padi jagung kedelai serta meningkatnya produksi daging dan 

gula 

2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan 

3. Bergesernya budaya konsumsi pangan 

4. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga 

5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi 

6. Mendorong majunya agrobioindustri 

7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani 

8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 

Sesuai dengan Renstra Revisi Kementerian Pertanian 2020 - 2024 program utama 

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah Program Pemenuhan Pangan Asal 

Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan) dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 

(Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) 

 
Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

 
Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI 

adalah: “Menjadi Ditjen yang professional dalam mewujudkan peternakan dan kesehatan 

hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan   pemanfaatan   

sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan  dan  keamanan pangan  hewani  serta   

meningkatkan kesejahteraan peternak”. 

Untuk mencapai visi besar tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian RI merumuskan 3 misi sebagai berikut: 

1. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan untuk meningkatkan daya saing produksi dan produk peternakan dengan 

pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan. 

2. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya 

ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen 
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dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan peternak. 

3. Meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publik. 

 
Tujuan dan Sasaran 
 

Dalam rangka mencapai visi dan mengemban misi yang telah dirumuskan, Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI menetapkan 4 tujuan 

yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Meningkatnya produksi ternak, produk peternakan, dan kesehatan hewan yang 

berdaya saing. 

2. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis 

3. Meningkatnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). 

4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak. 

 

Dalam kaitan dengan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut: 

1. Penerbitan kebijakan di bidang: perbibitan, budidaya ternak, pakan ternak, pelayanan 

kesehatan hewan, pelayanan kesmavet dan pascapanen, serta pelayanan publik. 

2. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan 

mengoptimalkan sumberdaya lokal. 

3. Tercapainya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal. 

4. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumberdaya 

lokal. 

5. Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit 

zoonosis. 

6. Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan 

non-pangan. 

7. Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.  

 
Strategi dan Kebijakan 
 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI menetapkan 6 arah kebijakan umum 

sebagai berikut: 

1. Menjamin ketersediaan mutu benih dan bibit ternak 
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2. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak 

3. Meningkatkan produksi pakan ternak 

4. Meningkatkan status kesehatan hewan 

5. Menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing 

6. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 

 
Arah kebijakan umum tersebut di atas dilaksanakan melalui 6 rangkaian strategi. 

Rumusan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen 

Pertanian RI adalah sebagai berikut: 

1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi. 

2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya lokal. 

3. Memperkuat regulasi untuk mendorong peran peternak dalam negeri sehingga menjadi 

mandiri. 

4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sector terkait serta networking antar 

daerah. 

5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor. 

6. Memperkuat kelembagaan peternakan di semua lapisan dan otoritas veteriner. 

 
3.4.     Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

 

          Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung selama ini 

masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, 

baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna 

menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah di Provinsi Lampung 

maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. 

 
            Fokus pembangunan daerah pada tahun 2019-2024 akan diarahkan pada 

pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta 

kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan 

memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat  berperan  mendorong  

pertumbuhan  ekonomi  bagi  kawasan  itu  sendiri dan kawasan sekitarnya dengan 

sasaran wilayah-wilayah tertinggal dan kota pusat pertumbuhan. 

 
          Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada 

RPJM Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor  

1  Tahun  2010  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  Lampung  Tahun  2009-

2029. Dalam RPJMD Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tersebut, kawasan hutan 
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lindung mencakup 9% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan rawan bencana 

12,5% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan peruntukan pertanian 18% dari 

luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan peruntukan industri 0,6% dari luas wilayah 

Provinsi Lampung dan untuk permukiman 6,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung.  

 
          Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Lampung mengacu Keputusan 

Menteri Pertanian No: 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian 

Nasional. Adapun beberapa komoditas dan lokasi pengembangan kawasan tercantum 

pada Tabel 7 berikut: 

 
Tabel 7.     Lokasi Pengembangan Kawasan Peternakan di Provinsi Lampung 

 
 

No 
 

KOMODITAS 
 

LOKASI 

1 Sapi Potong 1) Lampung Selatan 

2) Lampung Timur 

3) Lampung Tengah 

4) Pesawaran 

5) Tulang Bawang Barat 

6) Way Kanan 

2 Kerbau 1) Tulang Bawang 

3 Kambing 1) Lampung Barat 

2) Tanggamus 

3) Lampung Utara 

4) Pringsewu 
 
 

3.5.     Penentuan Isu – Isu Strategis  

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan daerah dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan 

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan 

tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. 

 
Isu Strategis Sub Sektor Peternakan 

Isu-isu yang mempengaruhi pembangunan sub sektor peternakan di Provinsi 

Lampung adalah: 

1. Pertumbuhan PDRB sektor peternakan belum diimbangi dengan tumbuhnya investasi di 

sektor peternakan  baik di hulu maupun hilir, sehingga share sektor peternakan terhadap 

pembentukan PDRB Provinsi Lampung masih relatif kecil jika dibandingkan sektor 

pertanian lainnya, meski kontribusinya mengalami peningkatan 
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2. Pertumbuhan populasi sapi lokal belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi, 

sehingga ketersediaan daging di pasar domestik masih tetap mengandalkan sapi impor 

yang dilakukan oleh sejumlah feedlotter 

3. Perkembangan industri ayam petelur (layer) dan ayam pedaging (broiler) belum 

diimbangi dengan ketersediaan bahan baku pada industri pakan, sehingga berdampak 

terhadap fluktuasi harga ayam dan telur dari sisi suplay 

4. Pengendalian dan pemberantasan penyakit menular strategis pada ternak belum 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengawasan lalu lintas 

ternak, sehingga potensi penyebaran penyakit tidak teridentifikasi secara optimal   

5. Stabilisasi harga komoditas peternakan (daging, ayam dan telur) masih terkendala 

terbatasnya anggaran, sehingga intervensi yang dilakukan belum memberikan dampak 

terhadap keseimbangan pasar ketika terjadi tekanan harga dari sisi suplay maupun 

demand. 

6. Sektor peternakan memiliki kekuatan daya saing (competitivnes) dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani dilihat dari nilai NTP sektoral, namun akumulasi modal yang 

dikeluarkan petani untuk sektor peternakan masih lebih rendah jika dibandingkan 

sektor pertanian lainnya, sehingga diperlukan desiminasi, kemudahan dalam akses 

pembiayaan dan kemitraan. 

7. Peningkatan standarisasi mutu dan kualitas komoditas peternakan (daging, telur dan 

susu) diperlukan untuk melindungi produk lokal dari ancaman masuknya produk 

peternakan negara asing dalam pasar domestik diera pasar bebas dunia. 

8. Industri  hilir (pengolahan hasil)  peternakan belum memberikan nilai tambah yang 

optimal, karena sebagian besar komoditas peternakan yang diperdagangkan ke luar 

daerah masih dalam bentuk ternak hidup.  

9. Benih / semen beku yang diproduksi UPTD BIB dan diedarkan di masyarakat harus 

tersertifikasi sesuai ISO 9001:2008 tentang penerapan sistem manajemen mutu dan di 

produksi di laboratorium yang telah menerapkan ISO 17025:2008 

10. Penguatan UPTD sebagai show of window merupakan salah satu instrumen terpenting 

dalam pembangunan sektor peternakan dengan mengembangkan karakteristiknya 

sebagai penghasil sumber benih dan bibit, lokasi edukasi dan agrowisata, serta 

laboratorium uji dan pelayanan kesehatan hewan 

11. Menurunnya daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19 berdampak terhadap 

rendahnya permintaan produk dan komoditas ternak, sehingga mempengaruhi 

produktivitas sektor peternakan. 

12. Setiap produk peternakan harus memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan 

izin edar untuk pemenuhan jaminan keamanan pangan aspek hygiene, sanitasi dan 

biosecurity terhadap produk peternakan 
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13. Sapi Krui sebagai plasma nutfah asli provinsi Lampung merupakan sumber keragaman 

hayati yang jumlah populasinya semakin berkurang, sehingga harus dilestarikan 

keberadaannya tanpa merubah komposisi genetiknya. 

Upaya-upaya optimalisasi potensi peternakan dilakukan dengan pendekatan: 

1. Budidaya Ternak 

Teknologi budidaya ternak terus berkembang, termasuk perhatian publik terhadap 

aspek kesejahteraan ternak. Aspek budidaya ternak juga sangat strategis untuk 

diperhatikan guna peningkatan kinerja bisnis peternakan di Provinsi Lampung. 

Pembangunan aspek budidaya ternak mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan 

rancangan kandang ternak yang nyaman, pengelolaan ransum, pemanfaatan limbah 

kandang, pengendalian penyakit ternak dan lainnya.. 

 
2. Perbibitan 

Produksi ternak ditentukan oleh mutu genetik dan pengaruh lingkungan (pakan, suhu, 

kenyamanan, penyakit dan lainnya.). Dengan demikian, penggunaan bibit unggul 

menjadi faktor kunci keberhasilan dan daya saing bisnis peternakan. Aspek perbibitan 

harus dibangun lebih cepat, pembangunan aspek perbibitan mencakup kebijakan 

perbibitan, pemuliaan ternak (seleksi dan persilangan), inovasi teknologi reproduksi, 

serta pengadaan dan penyebaran bibit ternak unggul. 

 
3. Kesehatan Hewan dan Kesmavet 

Sejak semakin maraknya kasus penyakit ternak yang berimplikasi luas terhadap 

produksi ternak dan kesehatan masyarakat veteriner maka keswan dan kesmavet 

merupakan isu strategis dunia. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di 

Provinsi Lampung harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keswan dan 

kesmavet. Program pengelolaan keswan dan kesmavet harus ditujukan untuk 

mendorong peningkatan produktivitas ternak, mewujudkan produk ternak yang ASUH 

dan menghindari penyebaran penyakit zoonosis. Dalam kaitan ini, upaya deteksi dini, 

pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit ternak harus dikembangkan 

dengan sebaik-baiknya. 

 
4. Pakan 

Produksi ternak sangat dipengaruhi oleh masukan zat-zat nutrisi melalui pakan, bahkan 

kontribusi pakan dapat mencapai 70% dari biaya produksi. Peningkatan mutu pakan 

dan ransum sangat strategis untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis peternakan 

di Provinsi Lampung. Aspek pengelolaan pakan yang strategis untuk dikembangkan 

mencakup inovasi teknologi produksi hijauan pakan, teknologi pemanfaatan biomasa 
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hasil sisa usaha pertanian dan agroindustri, teknologi pengolahan dan penyimpanan 

pakan, dan formulasi ransum berkualitas berbasis sumberdaya lokal dan lainnya. 

 
 

5. Penguatan SDM dan Kelembagaan Peternakan 

Kapasitas SDM pelaku bisnis peternakan serta kualitas dan integritas SDM aparatur 

sangat menentukan kinerja pembangunan peternakan. Kebijakan dan program Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung harus memberi prioritas tinggi 

pada peningkatan mutu dan kinerja SDM. Peningkatan mutu SDM peternak dapat 

dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan dan pendampingan lapang. Peningkatan mutu 

dan kinerja SDM aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan berjenjang, studi lanjut, 

studi banding dan lainnya. Dukungan SDM berkualitas secara langsung akan 

meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan peternakan dan kinerja agribisnis 

peternakan di Provinsi Lampung. Penguatan kelembagaan peternak (kelompok 

peternak dan Gapoknak) sangat strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing 

bisnis peternakan. Melalui kelompok peternak dapat dibangun aksi kolektif yang 

memungkinkan terwujudnya sinergi dan tercapainya skala bisnis yang lebih layak. 

Selain itu, kerjasama kemitraan harus terus didorong untuk membangun sinergi antara 

perusahaan inti – plasma dalam bisnis (termasuk pengadaan sarana produksi, budidaya, 

pascapanen, peningkatan mutu dan pemasaran hasil). 

 
6. Pembiayaan Usaha Peternakan 

Pembiayaan Usaha Peternakan merupakan aspek strategis yang perlu menjadi prioritas 

dalam pembangunan peternakan di Provinsi Lampung. Selama ini pembiayaan usaha 

masih merupakan permasalahan besar yang dihadapi peternak. Dengan demikian 

skema kredit pembiayaan usaha peternakan harus dikembangkan dengan melibatkan 

partisipasi aktif lembaga keuangan. Skema kredit yang dikembangkan hendaknya 

terdapat subsidi bunga, prosedur administrasi yang sederhana dan waktu proses yang 

singkat. Skema subsidi hendaknya dialihkan dari subsidi saprodi (sarana produksi) 

menuju subsidi bunga bank. Asuransi kredit khusus untuk usaha peternakan juga perlu 

dikembangkan. 

 
7. Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Inovasi teknologi pada pascapanen dan pengolahan hasil sangat strategis untuk 

meningkatkan kinerja bisnis peternakan. Melalui teknologi pascapanen dan pengolahan 

hasil yang tepat dapat dicapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk ternak. 

Selain itu teknologi pascapanen dan pengolahan hasil yang baik akan mendukung 

perolehan produk ternak yang ASUH dan sesuai dengan permintaan pasar. Hasil 
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beberapa kajian dan pengamatan lapang memperlihatkan bahwa aspek pemasaran 

merupakan masalah besar yang dihadapi peternak. Penanganan aspek pemasaran 

produk ternak sungguh sangat strategis. Kebijakan dan regulasi dalam pembangunan 

peternakan hendaknya secara langsung menimbulkan kepercayaan peternak/publik 

terhadap pemasaran produk. Pendekatan market driven dapat dipertimbangkan sebagai 

kebijakan penting dalam penataan pasar produk-produk peternakan. Penanganan 

masalah pemasaran produk mencakup beberapa hal seperti kelayakan harga dan 

jaminan sertifikasi produk. 

 
8. Kebijakan dan Regulasi 

Pada situasi kompetisi global yang semakin ketat, peran kebijakan dan regulasi sangat 

menentukan kemampuan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

harus berusaha merumuskan kebijakan dan menetapkan regulasi yang mampu 

mendorong tumbuhnya bisnis peternakan yang berdaya saing. Kebijakan dan regulasi 

yang dikeluarkan hendaknya meningkatkan motivasi dan keyakinan pengusaha untuk 

meningkatkan kinerja bisnisnya. Rangkaian kebijakan dan regulasi sangat diperlukan 

untuk mendorong pemantapan sub sistem input produksi, efisiensi proses produksi, 

pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil. 
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BBAABB  IIVV  
TUJUAN DAN SASARAN 

  

4.1.   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

 

Dalam rangka usaha mewujudkan Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD 

Provinsi Lampung 2019-2024, maka dapat dijabarkan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Berikut dijelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti yang 

disajikan dalam tabel T-C.25 

 

Misi 5 RPJMD dengan Sasaran yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan 

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung, maka Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam pencapaian sasaran tersebut.  

Indikator kinerja sasaran RPJMD yang didukung oleh Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan adalah laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan; 

 

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Misi 5 RPJMD 2019-2024, maka 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Tujuan Rencana Stratejik 

Tahun 2019-2024 yaitu: ”Meningkatnya pertumbuhan sub sektor peternakan”, 

dengan Sasaran yang ingin dicapai yaitu : “Meningkatnya populasi dan produksi 

ternak ” 
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TABEL T-C.25 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
         

NO TUJUAN (sasaran RPJMD) SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatnya pertumbuhan 
sub sektor peternakan 
 
 
   

- Meningkatnya populasi 
dan produksi ternak 

- Jumlah Sapi potong (ekor) 857.364 883.085 909.577 936.865 964.971 

- Jumlah Ayam pedaging (ekor) 83.762.079 84.599.700 86.291.694 88.017.528 89.777.878 

- Jumlah Ayam petelur (ekor) 12.975.288 13.105.041 13.367.142 13.634.285 13.907.174 

- Jumlah Daging (sapi dan ayam) 
(ton) 

107.288 108.286 110.302 112.508 114.758 

- Jumlah Telur Ayam ras (ton) 193.271 195.204 199.108 203.090 207.152 
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BBAABB  VV  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

  

5.1.   Strategi dan Kebijakan  

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2019-2024, perlu 

disusun strategi berupa langkah-langkah yang berisi program dan kegiatan 

indikatif. Strategi tersebut merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu 

mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan,  program 

operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya 

organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan mempengaruhi 

implementasi strategi.  Strategi yang telah dirumuskan adalah : 

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui program Inseminasi Buatan yang 

berkelanjutan;  

2. Pengembangan komoditas berdasarkan kawasan sentra peternakan; 

3. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha peternakan; 

4. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), aparatur, petugas dan petani 

peternak yang berjiwa entreprenuer;  

5. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana dan inovasi teknologi; 

6. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit hewan melalui 

pencegahan, penanggulangan serta peningkatan mutu produk asal ternak; 

7. Pengembangan pola usaha agribisnis peternakan. 
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Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 didukung dengan suatu 

kebijakan yang tepat sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan.  

Kebijakan yang telah dirumuskan adalah:  

1. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan; 

2. Kebijakan pengembangan infrastruktur dan agroindustri di kawasan 

peternakan; 

3. Mendorong penguatan SDM (petugas, petani/ peternak) dan kelembagaan 

petani; 

4. Mengembangkan pasar produk peternakan melalui pola kemitraan dengan 

dunia usaha; 

5. Penerapan standarisasi produk secara bertahap; 

6. Mensinergiskan seluruh sumber daya dalam rangka peningkatan daya saing 

usaha, nilai tambah, produktivitas dan mutu melalui partisipasi aktif 

masyarakat peternak dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan 

pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik; 

7. Percepatan inovasi teknologi pembibitan/ perbenihan; 

8. Percepatan inovasi teknologi pakan; 

9. Percepatan inovasi teknologi budidaya ternak; 

10. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet; 

11. Percepatan inovasi teknologi pada pascapanen; 

12. Peningkatan dan pengembangan pembiayaan usaha dan asuransi peternakan; 

13. Peningkatan dukungan melalui kebijakan dan regulasi. 

 

Kebijakan ini harus dijalankan sebagai komitmen organisasi karena kebijakan akan 

berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi.  
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TABEL T-C.26 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN 

     

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA 

MISI KE-5 : MEMBANGUN KEKUATAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN DAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEIMBANG DENGAN WILAYAH PERKOTAAN 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 4 

1. Meningkatnya pertumbuhan Meningkatnya populasi dan Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi Revitalisasi pertanian, perikanan dan 

  sub sektor peternakan Produksi ternak untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan 

  
 

 peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program   

      subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi   

      permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi,   

      penyediaan saprodi dan alsintan   
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BBAABB  VVII  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Rencana program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu kepada 

tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2024. 

Struktur penyajian rencana program dan kegiatan disusun mengikuti urutan 

tujuan dan sasaran. Selain memperhatikan program dan kegiatan pada dokumen 

RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, program dan kegiatan Renstra Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 juga 

disusun dengan mencermati usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh 

unit-unit kerja yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung. 

 

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung tahun 2019-2024 diharapkan program dan kegiatan dapat 

diimplementasikan lebih operasional dan efektif. Melalui proses penyusunan 

Renstra diupayakan terbangun sinergi antar bidang secara internal dan terbangun 

sinkronisasi dengan program-program dari pemerintah pusat. Sinkronisasi 

program sangat penting mengingat kemampuan pendanaan pembangunan daerah  

sangat terbatas. 

 

Pada matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara lengkap 

tujuan, sasaran, program, kegiatan, capaian indikator kinerja dan unit-unit kerja 

penanggung jawab program/kegiatan. Secara rinci uraian program dan kegiatan 

serta informasi lain yang terkait disajikan pada Tabel T-C.27 Rencana Program dan 

Indikator Kinerja. 
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BBAABB  VVIIII  
 KINERJA PENYELENGGARAAN  

DINAS PETERNAKAN  DAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 

 
 

 

Indikator kinerja merupakan tolok ukur untuk menilai capaian hasil program 

pembangunan. Berikut indikator kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Indikator kinerja tersebut diturunkan secara 

langsung dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 . 

Untuk  mencapai tujuan maka dituangkan dalam bentuk indikator sasaran 

strategis yang akan dicapai selama lima tahun ke depan  sebagaimana dalam Tabel T-C.28 
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TABEL T-C.28 
INDIKATOR KINERJA OPD 

DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN (Ton) 
         

NO INDIKATOR 
KONDISI KINERJA 

PADA AWAL PERIODE 
RPJMD 

TARGET CAPAIAN TAHUN KE- KONDISI KINERJA 
PADA AKHIR 

PERIODE RPJMD 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Jumlah populasi (ekor)        

    - Sapi potong 850.555 857.364 883.085 909.577 936.865 964.971 964.971 

    - Ayam pedaging 90.487.553 83.762.079 84.599.700 86.291.694 88.017.528 89.777.878 89.777.878 

 - Ayam petelur 9.261.000 12.975.288 13.105.041 13.367.142 13.634.285 13.907.174 13.907.174 

 Jumlah produksi daging (ton)        

 - Daging (sapi dan ayam) 114.099 107.288 108.286 110.302 112.508 114.758 114.758 

 Jumlah produksi telur (ton)        

 - Ayam ras 130.824 193.271 195.204 199.108 203.090 207.152 207.152 
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BBAABB  VVIIIIII  
PENUTUP 

 

Rencana strategis pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019–

2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 

(lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas. 

Dokumen rencana strategis merupakan panduan bagi Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang 

konsisten sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2019-2024. 

 

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan tidak mudah, maka dengan tekad dan integritas para penyelenggara di 

lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung disertai 

dengan koordinasi dengan pelaksana di Kabupaten/Kota dan stakeholder/ 

pemangku kepentingan maka tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan dan 

Kesehatan Hewan dapat dicapai.  

 
Periodesasi Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung Tahun 2019–2024 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi 

Lampung Tahun 2019–2024. Renstra Tahun 2019–2024 ini menjadi pedoman 

dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk lima 

tahun ke depan.  

  



Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN
3.565.341.586 7.507.974.700 10.727.671.173 11.362.000.000 12.688.706.339

3.27.2.1.04 A PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU 

BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN 

TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN 

KEWENANGAN PROVINSI

Meningkatnya Upaya 

Ketersediaan Mutu 

Benih/Bibit Ternak Dan 

Tanaman Pakan Ternak, 

Bahan Pakan, Serta Pakan 

Kewenangan Provinsi

Persentase Peningkatan 

Ketersediaan Mutu Benih/Bibit 

Ternak Dan Tanaman Pakan 

Ternak, Bahan Pakan, Serta 

Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah Kegiatan Peningkatan 

Ketersediaan Dan Mutu 

Benih/Bibit Ternak Dan 

Tanaman Pakan Ternak, Bahan 

Pakan, Serta Pakan 

Kewenangan Provinsi / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 2.066.241.805 100 2.372.715.500 100 2.482.224.100 100 3.232.000.000 100 4.220.706.339

3.27.2.1.04.1 1 PEMBERIAN BIMBINGAN PENINGKATAN 

PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK  DAN TANAMAN 

PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN 

KEWENANGAN PROVINSI

Terlaksananya Bimbingan 

Peningkatan Produksi 

Benih/Bibit Ternak dan 

Tanaman Pakan Ternak, 

Bahan Pakan, serta Pakan 

Kewenangan Provinsi

Jumlah Bimbingan Peningkatan 

Produksi Benih/Bibit Ternak dan 

Tanaman Pakan Ternak, Bahan 

Pakan, serta Pakan Kewenangan 

Provinsi (Dokumen)

1 211.225.000 2 572.638.000 2 492.976.100 2 600.000.000 2 600.000.000

3.27.2.1.04.2 2 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM 

MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN 

TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, 

SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI

Terlaksananya Sistem 

Manajemen Mutu Benih/Bibit 

Ternak dan Tanaman Pakan 

Ternak, Bahan Pakan, serta 

Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah Pelaksanaan Sistem 

Manajemen Mutu Benih/Bibit 

Ternak dan Tanaman Pakan 

Ternak, Bahan Pakan, serta 

Pakan Kewenangan Provinsi 

(Laporan)

1             1.855.016.805     3             1.800.077.500     3              1.989.248.000      3 2.500.000.000        4 3.480.706.339      

3.27.2.1.04.3 3 PENGEMBANGAN KAPASITAS PETUGAS 

PENGAWAS MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, 

TANAMAN PAKAN, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN 

KEWENANGAN PROVINSI

Terlaksananya Pengembangan 

Kapasitas Petugas Pengawas 

Mutu Benih/Bibit Ternak dan 

Tanaman  Pakan  Ternak,  

Bahan  Pakan,  serta

Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah Pengawas Mutu 

Benih/Bibit Ternak dan Tanaman 

Pakan Ternak, Bahan Pakan,  

serta Pakan   Kewenangan   

Provinsi   yang   Mengikuti

Pengembangan Kapasitas

0 0 0 0 0 0 56 132.000.000 55 140.000.000

3.27.2.1.05 B PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT 

TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA 

PAKAN KEWENANGAN PROVINSI

Meningkatnya Upaya 

Pengendalian Dan 

Pengawasan Penyediaan Dan 

Peredaran Benih/Bibit Ternak 

Dan Tanaman Pakan Ternak 

Serta Pakan Kewenangan 

Provinsi

Persentase Pengendalian Dan 

Pengawasan Penyediaan Dan 

Peredaran Benih/Bibit Ternak 

Dan Tanaman Pakan Ternak 

Serta Pakan Kewenangan 

Provinsi

Jumlah Kegiatan Pengendalian 

Dan Pengawasan Penyediaan 

Dan Peredaran Benih/Bibit 

Ternak Dan Tanaman Pakan 

Ternak Serta Pakan 

Kewenangan Provinsi / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 726.883.081 100 2.431.123.400 100 8.169.137.073 100 8.040.000.000 100 8.373.000.000

3.27.2.1.05.1 1 PENGENDALIAN PENYEDIAAN DAN PRODUKSI 

BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN 

TERNAK

Terkendalinya Penyediaan dan 

Produksi Benih/Bibit Ternak 

dan Hijauan Pakan Ternak

Jumlah   ketersediaan   

Benih/Bibit   Ternak   dan Hijauan  

Pakan  Ternak  yang  Tersedia  

dan  yang Diproduksi (Laporan)

2             726.883.081        2             2.427.391.400     3              8.144.601.073      3               7.955.000.000        3             8.273.000.000      

3.27.2.1.05.3 2 PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI 

BENIH/BIBIT TERNAK

Terawasinya Peredaran dan 

Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

Jumlah    Pengawasan    

Peredaran    Benih/Bibit

Ternak yang Beredar dan 

Bersertifikat (Laporan)

0 0 1 3.732.000 1 24.536.000 1 85.000.000 1 100.000.000

3.27.2.1.06 C PENGAWASAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI 

TINGKAT DISTRIBUTOR

Meningkatnya Upaya 

Pengawasan Peredaran Obat 

Hewan Di Tingkat Distributor

Persentase  Pengawasan 

Peredaran Obat Hewan Di 

Tingkat Distributor

Jumlah Kegiatan Pengawasan 

Peredaran Obat Hewan Di 

Tingkat Distributor / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 44.389.200 100 42.983.800 100 76.310.000 100 90.000.000 100 95.000.000
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3.27.2.1.06.1 1 PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN 

PEREDARAN OBAT HEWAN

Terperiksanya Mutu, Khasiat   

dan Keamanan Peredaran 

Obat Hewan

Jumlah Pemeriksaan Mutu, 

Khasiat dan Keamanan Obat 

Hewan yang Beredar (Laporan)

1 44.389.200 1 42.983.800 1 76.310.000 1 90.000.000 1 95.000.000

3.27.2.1.07 D PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN 

PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI 

DAERAH PROVINSI LAIN

Meningkatnya Upaya 

Penyediaan Benih/Bibit 

Ternak Dan Hijauan Pakan 

Ternak Yang Sumbernya Dari 

Daerah Provinsi Lain

Persentase Penyediaan 

Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan 

Pakan Ternak Yang Sumbernya 

Dari Daerah Provinsi Lain

Jumlah Kegiatan Penyediaan 

Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan 

Pakan Ternak Yang Sumbernya 

Dari Daerah Provinsi Lain / 

Jumlah Kegiatan Keseluruhan 

Dalam Target X 100 %

100 727.827.500 100 2.661.152.000 100 0 100 0 100 0

3.27.2.1.07.1 1 PENGADAAN BENIH(BIBIT) TERNAK YANG 

SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN

Terlaksananya Peningkatan 

Populasi Ternak Di Propinsi 

Lampung

Jumlah Populasi Ternak di 

Propinsi Lampung (ekor)

2.474 727.827.500 2.816 2.661.152.000 0 0 0 0 0 0

3.27.3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

938.613.500 1.799.318.500 2.907.895.500 5.800.000.000 7.750.000.000

3.27.3.1.01 A PENATAAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya Upaya 

Penataan Prasarana 

Pertanian Yang Sesuai 

Standar

Persentase Penataan 

Prasarana Pertanian Yang 

Sesuai Standar

Jumlah Kegiatan Penataan 

Prasarana Pertanian Yang 

Sesuai Standar / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 938.613.500 100 1.799.318.500 100 2.907.895.500 100 5.800.000.000 100 7.750.000.000

3.27.3.1.01.1 1 PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA, 

KAWASAN DAN KOMODITAS PERTANIAN

Tersusunnya Rencana 

Pengembangan Prasarana, 

Kawasan dan Komoditas 

Pertanian

Jumlah Rencana    

Pengembangan Prasarana, 

Kawasan dan Komoditas 

Pertanian (Dokumen)

5 241.824.450 5 4.650.000 5 95.546.000 5 700.000.000 5 750.000.000

3.27.3.1.01.5 2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH 

SAKIT HEWAN

Terbangun dan Terpeliharanya   

Rumah   Sakit Hewan

Jumlah Rumah Sakit Hewan 

yang Dibangun dan Dipelihara

0 0 0 0 0 0 1 2.000.000.000 1 2.000.000.000

3.27.3.1.01.6 3 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS 

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Terbangun dan Terpeliharanya 

Pos Pemeriksaan

Kesehatan Hewan

Jumlah Pos Pemeriksaan 

Kesehatan Hewan yang 

Dibangun dan Dipelihara (Unit)

15 156.567.100 15 117.600.000 0 0 0 0 0 0

3.27.3.1.01.9 4 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENATAAN 

PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA

Terlaksananya Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Penataan 

Prasarana Pendukung 

Pertanian Lainnya

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Penataan Prasarana 

Pendukung Pertanian Lainnya 

(Laporan)

2 540.221.950 2 225.028.500 0 0 0 0 0 0

3.27.3.1.01.10 5 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG UPTD 

PERTANIAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA

Terbangun, Terehabilitasi, dan 

Terpeliharanya Gedung UPTD 

Pertanian serta Sarana 

Pendukungnya

Jumlah Gedung UPTD Pertanian 

serta Sarana Pendukungnya 

yang Dibangun, Dipelihara dan 

Direhabilitasi (Unit)

0 0 3 1.452.040.000 4 2.812.349.500 4 3.100.000.000 4 5.000.000.000

3.27.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

13.337.916.614 18.100.528.225 18.871.430.527 19.819.851.747 20.416.076.868

3.27.01.1.01 A PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN 

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Penyediaan 

Dokumen Perencanaan Dan 

Evaluasi Tepat Waktu

Prosentase Penyediaan 

Dokumen Perencanaan Dan 

Evaluasi Tepat Waktu

Jumlah Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, Dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Yang 

Terlaksana / Jumlah Kegiatan 

Keseluruhan Dalam Target X 100 

%

100 167.799.200 100 129.866.116 100 149.354.000 100 453.774.879 100 550.000.000

3.27.01.1.01.01 1 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 

PERANGKAT DAERAH

Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

6 125.426.000 6 91.000.716 6 110.488.600 6 250.000.000 6 300.000.000

3.27.01.1.01.07 2 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

1 42.373.200 1 38.865.400 1 38.865.400 1 203.774.879 1 250.000.000

3.27.01.1.02 B ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Layanan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah Sesuai 

Peraturan Yang Ada

Prosentase Layanan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah Sesuai 

Peraturan Yang Ada

Jumlah Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

Yang Terlaksana / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 11.538.990.465 100 15.715.629.659 100 15.517.479.659 100 16.119.000.000 100 16.619.000.000
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3.27.01.1.02.01 1 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN Terlaksananya Pembayaran 

Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang  yang  Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 

(Orang/Bulan)

12 11.157.020.465 12 15.696.879.659 12 15.492.479.659 160       16.000.000.000 160      16.500.000.000 

3.27.01.1.02.03 2 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN 

PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD

Terlaksananya Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

0 0 0 0 0 0 12              30.000.000 12             30.000.000 

3.27.01.1.02.04 3 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI 

SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

12 381.970.000 12 18.750.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000

3.27.01.1.02.05 4 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

Tersedianya Laporan 

Keuangan Akhir  Tahun SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi  Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

0 0 0 0 0 0 1 35.000.000 1 35.000.000

3.27.01.1.02.06 5 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN 

TANGGAPAN PEMERIKSAAN

Tersedianya Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Pemeriksaan

0 0 0 0 0 0 2 15.000.000 2 15.000.000

3.27.01.1.02.07 6 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN 

SKPD

Tersedianya Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD 

dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n  SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran  

SKPD

0 0 0 0 0 0 18 14.000.000 18 14.000.000

3.27.01.1.03 C ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA 

PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Layanan 

Administrasi Barang Milik 

Daerah Pada Perangkat 

Daerah Sesuai Peraturan 

Yang Ada

Persentase Peningkatan 

Layanan Administrasi Barang 

Milik Daerah Pada Perangkat 

Daerah Sesuai Peraturan Yang 

Ada

Jumlah Kegiatan Administrasi 

Barang Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 28.750.500 100 22.578.600 100 30.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000

3.27.01.1.03.01 1 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN 

BARANG MILIK DAERAH SKPD

Tersedianya Rencana 

Kebutuhan  Barang  Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD

12 28.750.500 12 22.578.600 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000

3.27.01.1.03.02 2 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

Terlaksananya Pembinaan,   

Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 

Pembinaan,  Pengawasan, dan 

Pengendalian   Barang Milik 

Daerah pada SKPD

0 0 0 0 0 0 12 50.000.000 12 50.000.000

3.27.01.1.03.03 3 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

BARANG MILIK DAERAH SKPD

Terlaksananya   Rekonsiliasi   

dan   Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  

dan  Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

0 0 0 0 0 0 12 10.000.000 12 10.000.000

3.27.01.1.03.04 4 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA 

SKPD

Terlaksananya    

Penatausahaan    Barang    

Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah   Laporan   

Penatausahaan   Barang   Milik

Daerah pada SKPD

0 0 0 0 0 0 12 10.000.000 12 10.000.000

3.27.01.1.05 D ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT 

DAERAH

Meningkatnya Layanan 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah tepat 

waktu

Prosentase Layanan 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah tepat waktu

Jumlah Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah Yang Terlaksana / 

Jumlah Kegiatan Keseluruhan 

Dalam Target X 100 %

100 61.652.500 100 8.500.000 100 26.020.000 100 55.000.000 100 55.000.000

3.27.01.1.05.09 1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI 

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Terlaksananya Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

150 15.032.400 150 8.500.000 150 26.020.000 150 30.000.000 150 30.000.000

3.27.01.1.05.11 2 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN

Terlaksananya Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

5 46.620.100 0 0 0 0 50 25.000.000 50 25.000.000
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3.27.01.1.06 E ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Layanan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah Tepat 

Waktu

Prosentase Layanan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah Tepat Waktu

Jumlah Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah Yang 

Terlaksana / Jumlah Kegiatan 

Keseluruhan Dalam Target X 

100 %

100 543.053.862 100 973.078.850 100 1.458.774.768 100 1.552.274.768 100 1.552.274.768

3.27.01.1.06.01 1 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Tersedianya Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

0 0 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000

3.27.01.1.06.02 2 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 

KANTOR

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

yang Disediakan

1 254.460.000 1 89.727.100 1 96.500.000 1 190.000.000 1 190.000.000

3.27.01.1.06.03 3 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Tersedianya Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket  Peralatan Rumah  

Tangga yang Disediakan

1 34.106.700 1 2.145.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000

3.27.01.1.06.05 4 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 

PENGGANDAAN

Tersedianya Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

1 11.802.500 1 24.000.000 1 24.000.000 1 24.000.000 1 24.000.000

3.27.01.1.06.07 5 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL Tersedianya Bahan/Material Jumlah Pake Bahan/Material 

yang Disediakan

1 66.829.100 1 25.273.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000

3.27.01.1.06.08 6 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU Terlaksananya Fasilitasi 

kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

1 24.897.000 1 15.008.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000

3.27.01.1.06.09 7 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN 

KONSULTASI PD

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 150.958.562 1 791.925.750 1 1.253.274.768 1 1.253.274.768 1 1.253.274.768

3.27.01.1.08 F PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatnya Upaya 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Presentase Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 591.993.931 100 792.690.000 100 1.036.629.400 100 1.036.629.400 100 1.036.629.400

3.27.01.1.08.02 1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA 

AIR DAN LISTRIK

Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa  Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan

1 259.238.931 1 220.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000

3.27.01.1.08.04 2 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Tersedianya Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa   Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan (Laporan)

1          332.755.000 1          572.690.000 1           736.629.400 1            736.629.400 1           736.629.400 

3.27.01.1.09 G PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatnya Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah yang 

terpelihara

Prosentase Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah yang terpelihara

Jumlah kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang  

Urusan Pemerintahan Daerah 

yang terlaksana / jumlah kegiatan 

keseluruhan dalam target x 100 %

100 405.676.156 100 458.185.000 100 653.172.700 100 503.172.700 100 503.172.700

3.27.01.1.09.02 1 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA 

PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN 

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 

LAPANGAN

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak Dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional Atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

12 248.281.156 12 192.484.000 12 273.043.700 36 273.043.700 36 273.043.700

3.27.01.1.09.06 2 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 

LAINNYA

Terpeliharanya Peralatan Dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

12 25.800.000 12 14.610.000 12 30.000.000 31 30.000.000 31 30.000.000

3.27.01.1.09.09 3 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 

DAN BANGUNAN LAINNYA

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

yang Dipelihara / Direhabilitasi

12 99.120.000 12 230.001.000 12 160.129.000 1 160.129.000 1 160.129.000
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3.27.01.1.09.11 4 PEMELIHARAAN/REHABILITASI  SARANA DAN 

PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR 

ATAU BANGUNAN LAINNYA

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana Dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

Disnakkeswan Provinsi 

Lampung

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung  Kantor atau 

Bangunan Lainnya  yang 

Dipelihara / Direhabilitasi

12 32.475.000 12 21.090.000 12 190.000.000 63 40.000.000 63 40.000.000

3.27.4

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER

422.396.300 620.962.800 974.709.600 1.981.000.000 2.025.000.000

3.27.4.1.01 A PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN 

DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT 

HEWAN MENULAR LINTAS DAERAH 

KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH 

PROVINSI

Meningkatnya Upaya 

Penjaminan Kesehatan 

Hewan, Penutupan Dan 

Pembukaan Daerah Wabah 

Penyakit Hewan Menular 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi

Persentase Penjaminan 

Kesehatan Hewan, Penutupan 

Dan Pembukaan Daerah Wabah 

Penyakit Hewan Menular Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

1 (Satu) Derah Provinsi

Jumlah Kegiatan Penjaminan 

Kesehatan Hewan, Penutupan 

Dan Pembukaan Daerah Wabah 

Penyakit Hewan Menular Lintas 

Daerah Kabupaten (Kota) 

Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

/ Jumlah Kegiatan Keseluruhan 

Dalam Target X 100 %

100 117.723.700 100 200.798.000 100 254.466.000 100 251.000.000 100 300.000.000

3.27.4.1.01.1 1 PENGENDALIAN     RESIKO     DAN     

PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN 

ZOONOSIS

Terkendali dan 

Tertanggulanginya Penyakit 

Hewan dan Zoonosis

Jumlah Wilayah Pengendalian 

Risiko dan Penanggulangan 

Penyakit Hewan dan Zoonosis 

(Laporan)

15 117.723.700 15 200.798.000 15 254.466.000 1 251.000.000 1 300.000.000

3.27.4.1.02 B PENGAWASAN PEMASUKAN DAN 

PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 

LINTAS DAERAH PROVINSI

Meningkatnya Upaya 

Pengawasan Pemasukan Dan 

Pengeluaran Hewan Dan 

Produk Hewan Lintas Daerah 

Provinsi

Persentase Pengawasan 

Pemasukan Dan Pengeluaran 

Hewan Dan Produk Hewan 

Lintas Daerah Provinsi

Jumlah Kegiatan Pengawasan 

Pemasukan Dan Pengeluaran 

Hewan Dan Produk Hewan 

Lintas Daerah Provinsi  / 

Jumlah Kegiatan Keseluruhan 

Dalam Target X 100 %

100 76.573.800 100 59.630.000 100 59.630.000 100 130.000.000 100 140.000.000

3.27.4.1.01.1 1 PENILAIAN RISIKO PENYAKIT HEWAN DAN 

KEAMANAN PRODUK HEWAN

Terkendalinya Risiko Penyakit 

Hewan dan Keamanan Produk 

Hewan

Jumlah Penilaian Risiko Penyakit 

Hewan dan Keamanan Produk 

Hewan

0 0 0 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000

3.27.4.1.02.1 2 PENGAWASAN  ATAS  PENERAPAN  

PERSYARATAN  TEKNIS UNTUK  PEMASUKAN  

DAN/ATAU  PENGELUARAN  HEWAN DAN PRODUK 

HEWAN

Terawasinya Penerapan 

Persyaratan Teknis untuk 

Pemasukan dan/atau 

Pengeluaran Hewan dan 

Produk Hewan

Jumlah Pengawasan    

Penerapan Persyaratan Teknis 

untuk  Pemasukan dan/atau 

Pengeluaran

Hewan dan Produk Hewan

4 76.573.800 4 59.630.000 4 59.630.000 1 80.000.000 1 90.000.000

3.27.4.1.03 C PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS 

SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS 

PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN

Meningkatnya Upaya 

Penerapan Persyaratan 

Teknis Sertifikasi 

Zona/Kompartemen Bebas 

Penyakit Dan Unit Usaha 

Produk Hewan

Persentase Peningkatan Upaya 

Penerapan Persyaratan Teknis 

Sertifikasi Zona/Kompartemen 

Bebas Penyakit Dan Unit Usaha 

Produk Hewan

Jumlah Kegiatan Penerapan 

Persyaratan Teknis Sertifikasi 

Zona/Kompartemen Bebas 

Penyakit Dan Unit Usaha 

Produk Hewan / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 197.373.000 100 245.400.000 100 555.545.300 100 1.200.000.000 100 1.085.000.000

3.27.4.1.03.1 1 PEMENUHAN     PERSYARATAN     TEKNIS     

SERTIFIKASI ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS 

PENYAKIT

Terpenuhinya Persyaratan 

Teknis Sertifikasi 

Zona/Kompartemen Bebas 

Jumlah Zona/Kompartemen 

Bebas Penyakit yang Memenuhi 

Persyaratan Teknis Sertifikasi

0 0 15 8.970.000            15 267.694.000         2 350.000.000           2 370.000.000         

3.27.4.1.03.2 2 PEMBINAAN     PENERAPAN     PERSYARATAN     

TEKNIS SERTIFIKASI UNIT USAHA PRODUK 

HEWAN

Terbinanya  Unit  Usaha  

Produk  Hewan  Dalam 

Penerapan Persyaratan Teknis 

Sertifikasi

Jumlah Unit Usaha Produk 

Hewan yang

Memenuhi Persyaratan Teknis  

Sertifikasi Nomor Kontrol 

Veteriner

5 137.790.000 5 206.302.000 5 187.851.300 6 450.000.000 6 515.000.000

3.27.4.1.03.3 3 PENGUJIAN  LABORATORIUM  KESEHATAN  

HEWAN  DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER

Terlaksananya         Pengujian         

Laboratorium Kesehatan  

Hewan  dan  Kesehatan  

Masyarakat

Veteriner

Jumlah Pengujian Laboratorium 

Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner

1 59.583.000 1 30.128.000 1 100.000.000 1 400.000.000 1 200.000.000
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3.27.4.1.04 D SERTIFIKASI PERSYARATAN TEKNIS 

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Meningkatnya Upaya 

Sertifikasi Persyaratan 

Teknis Kesehatan 

Masyarakat Veteriner

Persentase Sertifikasi 

Persyaratan Teknis Kesehatan 

Masyarakat Veteriner

Jumlah Kegiatan Sertifikasi 

Persyaratan Teknis Kesehatan 

Masyarakat Veteriner  / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

0 0 100 62.408.000 100 49.008.000 100 200.000.000 100 250.000.000

3.27.4.1.04.1 1 PENGELOLAAN    PENERBITAN    SERTIFIKASI    

KEAMANAN PRODUK HEWAN

Terkelolanya Penerbitan 

Sertifikasi Keamanan

Produk Hewan

Jumlah Sertifikasi Keamanan 

Produk Hewan

0 0 5 62.408.000 5 49.008.000 2 200.000.000 2 250.000.000

3.27.4.1.05 E KESEJAHTERAAN HEWAN Terlaksananya Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan 

Hewan

Persentase Peningkatan Upaya 

Kesejahteraan Hewan

Jumlah Kegiatan 

Kesejahteraan Hewan / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 30.725.800 100 52.726.800 100 56.060.300 100 200.000.000 100 250.000.000

3.27.4.1.05.1 1 PENGELOLAAN   PENERBITAN   SERTIFIKAT   

KESEJAHTERAAN HEWAN DAN NOMOR KONTROL 

VETERINER (NKV)

Terkelolanya Penerbitan 

Sertifikat Kesejahteraan Hewan 

dan Nomor Kontrol Veteriner 

(NKV)

Jumlah Sertifikat   Kesejahteraan 

Hewan dan Nomor Kontrol 

Veteriner (NKV)

5 30.725.800 5 52.726.800 5 56.060.300 8 200.000.000 10 250.000.000

3.27.6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 45.108.000 28.942.100 200.000.000 300.000.000

3.27.6.1.01 A PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG 

KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Upaya 

Penerbitan Izin Usaha 

Pertanian Yang Kegiatan 

Usahanya Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase  Penerbitan Izin 

Usaha Pertanian Yang Kegiatan 

Usahanya Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Penerbitan 

Izin Usaha Pertanian Yang 

Kegiatan Usahanya Dalam 

Daerah Kabupaten (Kota) / 

Jumlah Kegiatan Keseluruhan 

Dalam Target X 100 %

0 0 100 45.108.000 100 28.942.100 100 200.000.000 100 300.000.000

3.27.6.1.01.3 1 PEMBINAAN    DAN    PENGAWASAN    

PENERAPAN    IZIN USAHA PERTANIAN

Terbina dan Terawasinya 

Penerapan Izin Usaha

Pertanian

Jumlah Izin Usaha  Pertanian 

yang  Dibina dan Diawasi

0 0 5 45.108.000 5 28.942.100 4 200.000.000 4 300.000.000

3.27.5
PROGRAM PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
33.599.800 125.050.000 0 200.000.000 200.000.000

3.27.5.1.01 A PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

BENCANA PERTANIAN PROVINSI

Meningkatnya Upaya 

Pengendalian Dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian Provinsi

Persentase Pengendalian Dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian Provinsi

Jumlah Kegiatan Pengendalian 

Dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian Provinsi / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 33.599.800 100 125.050.000 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000

3.27.5.1.01.4 1 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM 

BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, 

PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN 

HEWAN

Tertanggulanginya Pasca 

Bencana Alam Bidang 

Tanaman Pangan, Hortikultura, 

Perkebunan, Peternakan dan 

Kesehatan Hewan

Jumlah Penanggulangan Pasca 

Bencana Alam Bidang Tanaman 

Pangan, Hortikultura, 

Perkebunan, Peternakan dan 

Kesehatan Hewan

7500 33.599.800 10.000    125.050.000 0 0 1               200.000.000           1             200.000.000         

3.27.7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 322.574.200 261.006.400 955.151.100 1.050.000.000 1.275.000.000

3.27.7.1.02 A PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN 

PERTANIAN

Meningkatnya Upaya 

Pengembangan Penerapan 

Penyuluhan Pertanian

Persentase Pengembangan 

Penerapan Penyuluhan 

Pertanian

Jumlah Kegiatan 

Pengembangan Penerapan 

Penyuluhan Pertanian / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 1.063.800 100 59.123.600 100 749.622.700 100 600.000.000 100 750.000.000

3.27.7.1.02.1 1 DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, 

EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN

Termanfaatkannya  Teknologi  

Inovasi  Pertanian yang 

Didesiminasikan oleh Penyuluh 

Pertanian

Jumlah   Diseminasi   Informasi   

Teknis,   Sosial, Ekonomi dan 

Inovasi Pertanian

0 0 1 59.123.600 5 435.305.600 6 350.000.000 6 450.000.000

3.27.7.1.02.2 2 PELAKSANAAN    PENYULUHAN    DAN    

PEMBERDAYAAN PETANI

Terlaksananya  Penyuluhan  

dan  Pemberdayaan

Petani

Jumlah Kelompok Petani yang    

Mendapat Penyuluhan dan  

Pemberdayaan

1 1.063.800 0 0 2 314.317.100 100 250.000.000 100 300.000.000
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3.27.7.1.03 B PENGEMBANGAN  KAPASITAS  KELEMBAGAAN  

EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN

Meningkatnya Upaya 

Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan Ekonomi 

Petani Berbasis Kawasan

Persentase Pengembangan 

Kapasitas Kelembagaan 

Ekonomi Petani Berbasis 

Kawasan

Jumlah Kegiatan 

Pengembangan  Kapasitas  

Kelembagaan  Ekonomi Petani 

Berbasis Kawasan / Jumlah 

Kegiatan Keseluruhan Dalam 

Target X 100 %

100 321.510.400 100 201.882.800 100 205.528.400 100 450.000.000 100 525.000.000

3.27.7.1.03.1 1 PEMBENTUKAN     DAN     PENGUATAN     

KELEMBAGAAN KOORPORASI PETANI

Terbentuk dan Beroperasinya 

Kelembagaan Koorporasi 

Petani

Jumlah Koorporasi  Petani yang 

Dibentuk  dan Beroperasi

2 99.158.700 2 63.124.800 2 190.068.600 4 250.000.000 4 275.000.000

3.27.7.1.03.2 2 PENDAMPINGAN MANAJEMEN KOORPORASI 

PETANI

Terlaksananya Pendampingan 

Manajemen Koorporasi Petani

Jumlah Pendampingan 

Manajemen Koorporasi Petani

0 0 5 23.800.000 5 15.459.800 6 200.000.000 6 250.000.000

3.27.7.1.03.3 3 PENILAIN  KELAYAKAN  DAN  STANDARISASI  

MANAJAMEN KOORPORASI PETANI

Terlaksananya Penilaian 

Kelayakan dan Standarisasi 

Manajemen Koorporasi Petani

Jumlah Koorporasi Petani yang 

Dinilai Kelayakan dan 

Standarisasi Manajemennya

15 222.351.700 15 114.958.000 0 0 0 0 0 0

18.620.442.000 28.459.948.625 34.465.800.000 40.412.851.747 44.654.783.207TOTAL


